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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dapat kami selesaikan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden No.
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan wupaya kami untuk
menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan
organisasi perangkat daerah selama tahun 2020, sebagai konsistensi
kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang
merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 memuat informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan
kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan
misi jangka menengah Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 — 2022 yaitu :

Visi :
“ TERWUJUDNYA KABUPATEN BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA
MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA "
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Misi :

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung
Kemandirian Desa dan Penataan Perkotaan.

2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi
Berbasis Pertanian.

3. Meningkatkan Kualitas Ketagwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan
Profesionalitas Sumberdaya Manusia.

4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan
Melayani.

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dengan kurun
waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras
semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah
baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta
pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua
pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam
penyusunan LKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten

Barito Kuala Tahun 2020.

Marabahan, Januari 2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Kuala

Dr. Ir. RAHMANUDDIN, MS
NIP. 19650508 199803 1 002
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n IKHTISAR EKSEKUTIF ]

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah berupaya menyelenggarakan
tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang
baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam
mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek
penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.
Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan
sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan
perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin
dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana
yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja
kedepan. Dengan langkah ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat
senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan
publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah dan  Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, maka hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan. dibagi dalam kategori :

- Pencapaian sesuai target sebesar 100%
- Melampaui/melebih target >100%

- Tidak mencapai target <100%.

Dinas Retatanan Pangan dan Peribanan Rab. Barite Ruala n



Keberhasilan Capaian IKU ditunjukan pada 3 indikator

(tiga)
dengan capaian 1 (satu) indikator melebihi target dan 2 (dua) indikator

tidak mencapai target.

CAPAIAN IKU DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020

Tahun 2020
Target Realisasi

No Indikator Kinerja Satuan

1. Skor Pola Pangan Skor 88 88,1
Harapan (PPH)

Ketersediaan

2. Skor Pola Pangan Skor 85,8 83,5

Harapan (PPH)
Konsumsi

3. Jumlah Produksi
Perikanan

Ton 19.822 19.857,13

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan

Perikanan Tahun 2020 ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga)

«©

indikator sasaran dan mengacu pada misi ke 2 (dua) RPJMD yaitu

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi

Berbasis Pertanian”.

“Tabel Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2020”

Rata- Tingkat Pencapaian
. . Belum
. rata Melampaui Sesuai .
Sasaran Indikator . Mencapai
No. Strategis Sasaran Capaian Target Target Target
Kinerja (>100%) (100%)
Sasaran (<100%)
Jumlah % Jumlah | % | Jumlah %

1 | Meningkatnya Skor Pola 100,1 88,1 100,1 - - - -

kemandirian Pangan Harapan

pangan (PPH)

Ketersediaan

2. | Meningkatnya Skor Pola 97,3 - - - - 83,5 97,3

diversifikasi Pangan Harapan

pangan (PPH)

Konsumsi

3. Menlnglfatnya Jumlah Produksi 100,2 19.857,13 | 100,2 - - - -

Produksi .

- Perikanan
Perikanan
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BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung
jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito
Kuala selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan
pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu

meningkatkan peran serta fungsi Kepala Dinas sebagai sub sistem
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dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi
masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Kuala di
Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan, capaian tujuan dan
sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya
mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga
memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup
pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut
diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung
jawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab
serta bebas darikorupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Barito Kuala diwajibkan untuk menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas
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II.

Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun
2020 yang dimaksudkan, sebagai perwujudan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian
kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan

sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan unsur pelaksana
teknis pemerintah daerah dibidang Pangan dan Perikanan sesuai
dengan kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah dan memiliki tugas pokok :
“Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Ketahanan Pangan Dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten”.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan

Pangan dan Perikanan memiliki fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang
ketahanan pangan, perikanan budidaya dan perikanan
tangkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketahanan

pangan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
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3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi
di lingkungan Ketahanan Pangan dan Perikanan.

4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di
bidang ketahanan pangan, perikanan budidaya dan
perikanan tangkap;

5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang
ketahanan pangan dan perikanan, yang menjadi tugas
pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

0. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
dengan tugas dan fungsi ketahanan pangan dan perikanan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya,
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala
yang dipimpin oleh Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Bidang
Ketahanan Pangan, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan
Tangkap, Kasubbag, Kasi, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD
yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Barito
Kuala Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tergambar pada

Struktur Organisasi berikut :
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Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala
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III. ISU STRATEGIS

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala terdapat

beberapa permasalahan, yaitu :

1. Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Barito Kuala masih rendah
karena pola makan masyarakat masih belum beragam, bergizi
seimbang dan masih didominasi bahan makan berupa beras.

2. Penanganan distribusi pangan melalui program penguatan lembaga
distribusi pangan masyarakat dalam rangka stabilitas harga belum
optimal dan memadai, karena penempatan PLDPM belum merata.

3. Pengawasan keamanan pangan belum optimal, terutama untuk
komoditi pangan segar berupa sayuran dan buah buahan.

4, Pencapaian penanganan kerawanan pangan masih belum optimal
akibat kurangnya sumberdaya manusia.

S. Penguatan kelembagaan lumbung pangan dan perluasan desa
mandiri pangan masih belum maksimal.

0. Kualitas SDM masih rendah, sehingga teknologi usaha perikanan
belum bisa dikuasai sepenuhnya.

7. Lemahnya permodalan merupakan masalah klasik belum bisa
terpecahkan secara tuntas. Disisi lain lembaga
perkreditan/perbankan kurang berminat menyalurkan kredit,
karena usaha perikanan dinilai berisiko tinggi.

8. Tumpang tindih pemanfaatan lahan yang terus terjadi, sebagai
akibat dari belum optimalnya penyusunan tata ruang dan
pengendaliannya.

9. Degradasi sumberdaya perikanan karena eksploitasi yang tidak
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berwawasan lingkungan maupun dampak dari kegiatan lain,
misalnya adanya perkebunan sawit, stockpile batu bara.

10.  Mutu produk olahan perikanan yang memiliki mutu rendah sehingga
bernilai jual rendah.

11. Perubahan musim yang tidak menentu akibat dari global warming
effect (pemanasan global) yang sangat merugikan bagi pembudidaya
dan nelayan.

12. Mulai dilaksanakannya AFTA sebagai wujud diawalinya
liberalisasi investasi dan perdagangan global (APEC 2010 dan
WTO 2020). Sebagai indikasi, saat ini makin meningkatnya
akses produk-produk asing terhadap pasar dalam negeri
sebagai konsekuensi pelaksanaan perdagangan bebas. Hal ini
menyebabkan persaingan produk-produk perikanan yang

semakin ketat.

Adapun Isu Strategis yang diangkat oleh Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Rencana Strategis

2013 - 2017 adalah sebagai berikut :

a) Belum optimalnya stok cadangan pangan dan distribusi pangan serta
minimnya ketersediaan produk pangan
b) Belum beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat
c) Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya sektor perikanan
Agar pembangunan lima tahun ke depan tidak berjalan sendiri
tanpa arah maka diperlukan satu arahan dan persamaan visi yang
mengarah pada tindakan penuh kehati-hatian dan sikap arif dari

semua pihak agar terjalin pembangunan terkoordinasi dan
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berdayaguna termasuk pembangunan yang dijalankan oleh Dinas

Ketahanan Pangan dan Perikanan dan instansi lainnya.

IV. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala ini disusun berdasarkan
amanat peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang — Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

V. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala
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Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Fungsi,
Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Ringkasan Perencanaan Strategis sebelum dan setelah
reviu, IKU dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan akuntabilitas kinerja uang meliputi Capaian IKU,
Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta
Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

I.  PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
yanng ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor
118.45/251/KUM/2018 tanggal 04 Juni tahun 2018 tentang Penetapan
Rencana Strategis 2017 — 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Kuala maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan
indikator sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten

Barito Kuala adalah :
2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi SKPD.

2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

2.3 Indikator

Indikator adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi
keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Sebagaimana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah
yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagaimana

tabel berikut :
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Tabel : 2.1.1

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2018-2022

No. . . . Indikator
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Kinerja

(O] 2 (©) (4) (5)

1. | Meningkatkan stok cadangan | Persentase Meningkatnya Skor Pola Pangan
pangan dan kemampuan peningkatan Pola kemandirian Harapan (PPH)
membangun sistem distribusi | Pangan Harapan pangan Ketersediaan
pangan serta meningkatkan | (PPH) ketersediaan
kemampuan membangun (%)
ketersediaan pangan dalam
jumlah, mutu, dan keragaman
yang cukup

2. Meningkatkan  diversifikasi | Persentase Meningkatnya Skor Pola Pangan
konsumsi yang beragam, peningkatan Pola | diversifikasi Harapan (PPH)
bergizi, seimbang dan aman (Psgae;n K';r?srﬁirf; pangan Konsumsi
untuk pemenuhan pangan | (%)
masyarakat

3. Meningkatkan  pemanfaatan | Persentase Meningkatnya Jumlah Produksi
dan pengelolaan sumberdaya pe”é”?(k?ta” " Produksi Perikanan
perikanan ?023) uksi  perikanan | perikanan

PERJANJIAN KINERIJA 2020

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja
Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di
lingkungan Pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan
memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.
Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna
dalam rangka menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana
yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus
dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan
lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak

terarah.
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Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan

Perikanan

Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Dinas

Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun

2018-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020,

dokumen Rencana Kerja

(Renja)

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020.

Tahun 2020, dan dokumen

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Ketahanan Pangan Dan

Perikanan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.2.1

PERJANJIAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2020
SASARAN INDIKATOR
NO. STRATEGIS KINERJA SATUAN | TARGET PROGRAM ANGGARAN
(1) (2) (3) (4) () (6) (7)
1 Meningkatnya | Skor Pola Skor 88 | Peningkatan 1.275.992.495,-
kemandirian Pangan Ketahanan
pangan Harapan Pangan
(PPH) (pertanian
Ketersediaan /perkebunan)
Meningkatnya | Skor Pola Skor 85,8 | Peningkatan 417.876.410,-
diversifikasi Pangan Ketahanan
pangan Harapan Pangan
(PPH) (pertanian
Konsumsi /perkebunan)
Meningkatnya | Jumlah Ton 19.822
Produksi Produksi * Pengembangan | o .130.814.529,-
Perikanan Perikanan Bu(?hdaya
Perikanan e 415.662.200,-
e Pengembangan
Perikanan
Tangkap

Pada tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten

Barito Kuala memiliki 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja

yaitu :

® Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

e Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
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e Jumlah Produksi Perikanan

+ Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dipengaruhi oleh
ketesedian pangan berupa ketersediaan energi dan ketersediaan protein untuk
mengarahkan masyarakat mengkonsumsi pangan yang beragam, karena secara
alamiah masyarakat akan mengkonsumsi apa yang tersedia di lingkungan dan
di pasaran. Indikator ini didukung oleh 1 (satu) program utama yaitu
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian /perkebunan) dengan anggaran Rp

1.275.992.495,-

+ Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dipengaruhi pola
konsumsi pangan yaitu konsumsi energi dan konsumsi protein yang erat
kaitannya dengan jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, budaya,
lingkungan dan peraturan pemerintah. Indikator ini didukung oleh 1 (satu)
program utama yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian /perkebunan)

dengan anggaran Rp. 417.876.410,-

+ Indikator Jumlah Produksi Perikanan
Jumlah Produksi Perikanan dipengaruhi oleh capaian produksi
perikanan tangkap baik penangkapan di laut dan perairan umum dan
capaian produksi budidaya yang berasal dari budidaya tambak, kolam,
karamba, karamba jaring apung, minapadi. Indikator ini didukung
oleh 2 (dua) program utama yaitu Program Pengembangan Budidaya
Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 2.130.814.529,- yang berasal

dari dana APBD sebesar Rp. 1.001.452.829,- dan Dana Alokasi Khusus
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(DAK) sebesar Rp. 1.129.361.700,- dan Program Pengembangan
Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar Rp. 415.662.200,- yang
berasal dari dana APBD sebesar Rp. 205.882.900,- dan Dana Alokasi
Khusus (DAK) sebesar Rp. 209.779.300,-.

Selain program teknis yang mendukung secara langsung terhadap
pencapaian indikator kinerja utama, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
juga memiliki empat program pendukung yang dijalankan oleh Bagian
Sekretariat. Program-program tersebut adalah Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran dengan anggaran Rp. 523.985.614,- Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp. 585.964.610,- Program
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan anggaran Rp.
12.010.000,- dan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan dengan anggaran Rp. 32.091.900,00,-
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-
jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi
kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian
target masing masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam
Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2020, Renja Tahun
2020, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target
setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan
akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya
berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna
mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang

akan datang (performance improvement).
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Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala
pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

<100 Tidak tercapai
=100 Tercapai/Sesuai target
>100 Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang
tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun
2010, sebagai berikut :

Tabel. 3.2

Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja
yang Tidak tercapai

1 Sangat baik >90

2 Baik 75 -89,99
3 Cukup 65 - 74,99
4 Kurang 50 - 64,99
5 Sangat kurang 0 - 49,99
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I. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi
pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan
demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi
pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala
telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Nomor
523.1.1/029/DKPP/2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-
2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Ketahanan
Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 menunjukan

hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Kuala

Tahun 2020
Sasaran %
No Indikator Satuan Target Realisasi capaian
Strategis
1 Meningkatnya Skor Pola Skor 88 88,1 100,1
kemandirian Pangan
pangan Harapan
(PPH)
Ketersediaan
2 | Meningkatnya Skor Pola Skor 85,8 83,5 97,3
diversifikasi Pangan
pangan Harapan
(PPH)
Konsumsi
3 Meningkatnya Jumlah Ton 19.822  19.857,13 100,2
Produksi Produksi
Perikanan Perikanan
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Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator
Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito
Kuala Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.1.2

Capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Persentase

Tahun 2020
Persentase Predikat Jumlah Indikator
<100 Tidak tercapai 1
=100 Tercapai/Sesuai target -
>100 Melebihi target 2

Dari tabel di atas digambarkan bahwa capaian IKU Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala berdasarkan
persentase yang tidak tercapai ada 1 (satu) yaitu Skor Pola Pangan
Harapan (PPH) Konsumsi dengan persentase 97,3 %. Sedangkan IKU yang
melebihi target ada 2 (dua) yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Ketersediaan dengan persentase 100,1 % dan Jumlah Produksi Perikanan

dengan persentase 100,2 %.

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Kategori

Tahun 2020
No Kategori Capaian Jumlah Indikator
1 Sangat baik >90 3
2 Baik 75 - 89,99 0
3 Cukup 65 - 74,99 0
4 Kurang 50 - 64,99 0
5 Sangat kurang 0 -49,99 0
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Dari tabel di atas digambarkan bahwa capaian IKU Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan kategori ada 3 (tiga)
indikator sasaran capaiannya melebihi 90%, sehingga semua indikator

sasaran dinas masuk dalam kategori “Sangat Baik”

II. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Kuala dapat memberikan gambaran penilaian tingkat
pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan,
dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing
indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra
2017-2022 maupun Renja Tahun 2020.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi
instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian
Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala, Nomor
523.1.1/029/DKPP/2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala, telah
ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja

dengan rincian sebagai berikut :
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Tabel 3.2.1
Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala

Sasaran : . o
Strategis 1 Meningkatnya kemandirian pangan 1 indikator
Sasaran . . ; i -

Strategis 2 Meningkatnya diversifikasi pangan 1 indikator
Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan 1 indikator

Strategis 3

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan memiliki 3 sasaran strategis yaitu Sasaran Strategis
“Meningkatnya kemandirian pangan” dengan 1 indikator sasaran,
Sasaran Strategis “Meningkatnya diversifikasi pangan” dengan 1 indikator
sasaran dan Sasaran Strategis “Meningkatnya Produksi Perikanan” juga
dengan 1 indikator sasaran.

Tabel 3.2.2

Capaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Kuala

Tahun 2020
Jumlah Rata-rata
No Sasaran . Capaian Predikat
Indikator

Sasaran
1 Sasaran Strategis 1 1 100,1 Melebihi Target
2 Sasaran Strategis 2 1 97,3 Tidak Tercapai
3 Sasaran Strategis 3 1 100,2 Melebihi Target

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa capaian kinerja sasaran Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan ada 2 (dua) sasaran strategis dengan
jumlah 2 indikator sasaran, yang terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis
dengan capaian sasaran sebesar 100,1% dan 1 (satu) sasaran strategis

dengan capaian sasaran sebesar 100,2% berpredikat “Melebihi Target”, 1
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(satu) sasaran strategis dengan 1 indikator sasaran, memiliki rata rata
capaian sasaran sebesar 97,3% dengan predikat “Tidak Tercapai”.

Tabel 3.2.3

Capaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Kuala

Tahun 2020
Rata-rata O -49,99 50 - 65 - 75 - > 90
No Sasaran Jumlah Capaian Sangat 64,99 74,99 89,99 sangat
Indikator Kinerja kurang Kurang Cukup Baik baik
Sasaran
1. Sasaran 1 1 100,1 - - - - v
2. Sasaran 2 1 97,3 - - - - N
3. Sasaran 3 1 100,2 - - - - v

Dari tabel di atas menggambarkan Capaian Kinerja Sasaran Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan ada 1 (satu) sasaran dengan jumlah 1
indikator dan rata rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,1% dengan
kategori “sangat baik”; 1 (satu) sasaran dengan jumlah 1 indikator dan
rata rata capaian kinerja sasaran sebesar 97,3% dengan kategori “sangat
baik” dan 1 (satu) sasaran dengan jumlah 1 indikator dan rata rata
capaian kinerja sasaran sebesar 100,2% juga dengan kategori “sangat

baik”.
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Tabel 3.2.4

Pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Barito Kuala

Tahun 2020
Rata- Tingkat Pencapaian
rata Melebihi Sesuai Dibawah
No Sasaran Jumlah Capaian target target target
Indikator Kinerja (>100) (=100) (<100)
Sasaran Jl % Jlh % Jlh %
h
1. Sasaran 1 100,1 N, N - - i} _
Strategis
1
2. Sasaran 1 97,30 - _ - _ N N
Strategis
2
3. Sasaran 1 100,2 N, N - i} i} _
Strategis
3

SASARAN STRATEGIS 1. MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PANGAN

Sasaran “Meningkatnya Kemandirian Pangan” adalah merupakan
pengimplementasian dari Misi 2 pada RPJMD yaitu MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI INOVASI TEKNOLOGI
BERBASIS PERTANIAN pada sasaran RPJMD “Meningkatnya produksi
pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat” dengan
indikator RPJMD Indeks Gini dan PDRB per kapita. Untuk
merealisasikan sasaran “Meningkatnya Kemandirian Pangan” ditetapkan
dengan Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan.

Definisi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan adalah
salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi

keberagaman ketersediaan pangan suatu wilayah (makro). PPH
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ketersediaan pangan adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama
yang di anjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan gizi. Tujuan
penyusunan PPH adalah rasionalisasi pola ketersedian pangan yang
dianjurkan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan
pangan yang kemudian digunakan sebagai bahan penilaian ketersediaan
pangan penduduk (jumlah, mutu, keseimbangan gizi dan
komposisi/anekaragam pangan).

Pada tahun 2020 Score PPH Ketersediaan mencapai skor 88,1
yang diperoleh dari formulasi penghitungan Analisis Ketersediaan Pangan
berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM). Neraca Bahan Makanan
(NBM) menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu negara/wilayah
dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan
pemanfaatan pangan. Hasil dari Neraca Bahan Makanan tersebut adalah
jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun
waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per
g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari. Semakin tinggi skor Pola
Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan akan semakin beragam gizi pangan
yang tersedia untuk di konsumsi masyarakat.

Situasi ketersediaan pangan NBM memberikan gambaran situasi
ketersediaan pangan secara rata-rata wilayah, dan tidak menggambarkan
situasi ketersediaan pangan individu. Dengan formulasi penghitungan
capaian indikator kinerja yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Ketersediaan dibagi target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

x 100%.
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1. Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2020.
Berdasarkan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Tahun 2017 - 2022, target indikator sasaran Skor Pola Pangan
Harapan (PPH) Ketersediaan pada tahun 2020 adalah skor 88.
Sedangkan realisasi skor yang diperoleh dari Bidang Ketahanan
Pangan melalui hasil Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan
Neraca Bahan Makanan (NBM) diperoleh Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) Ketersediaan sebesar skor 88,1.

Bila dilihat dari realisasi Skor PPH Ketersediaan yang ada di
Kabupaten Barito Kuala masih belum mencapai Skor PPH
Ketersediaan Ideal (skor 100), akan tetapi untuk capaian target
Indikator Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten
Barito Kuala tahun 2020 adalah 100,1 % karena target Skor PPH
Ketersediaan yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan adalah Skor 88 dan menggambarkan bahwa ketersediaan
pangan di Kabupaten Barito Kuala cukup beragam gizi pangannya.

Dari hasil Laporan NBM didapat angka kecukupan energy
(AKE) yaitu 6.807 kalori / hari dan angka kecukupan protein (AKP)
yaitu 325.88 gr/hari yang menghasilkan skor PPH ketersediaan yaitu
88.11 (88).

Untuk harga pangan di kabupaten Barito Kuala pada
beberapa bulan di awal tahun 2020 dinyatakan stabil di Tandai
dengan harga beberapa komoditas yang ada beberapa komoditas
yang ada tidak ada perubahan. Sedangkan untuk Hari Besar

Keagamaan (HBKN) ada sedikit kenaikan dari beberapa komoditas.
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Komoditas pangan yang mengalami kenaikan diantaranya bawang

merah, telor ayam dan daging ayam ras.

Sedangkan pasokan barang dari semua komoditas di kabupaen
Barito Kuala tidak ada permasalahan, semua komoditas pasokannya
tersedia setiap waktu. Meskipun pada saat terjadinya pandemi covid-19,
ketersediaan dan kebutuhan akan pangan terutama 11 pangan pokok
seperti beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai
rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir
dan minyak goreng masih cukup tersedia.

Daftar hasil analisis “terlampir”.

Dengan demikian capaian indikator kinerja “Skor Pola Pangan
Harapan (PPH) Ketersediaan” mencapai 100,1% (88/87 x 100%)).
Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kemandirian
Pangan” ada 1 indikator kinerja yang digunakan, yaitu Skor Pola
Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan. Sehingga rata rata capaian
kinerja sasaran adalah 100,1%, predikat nilai capaian kinerja
“Melebihi Target” dan predikat capaian kinerja “Sangat Baik”

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2020
dengan tahun sebelumnya
Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan tahun
2020 sebesar skor 88,1 sedangkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Ketersediaan pada tahun 2019 sebesar skor 88. Disini dapat dilihat,
bahwa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan mengalami

kenaikan sebesar 0,1%.
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3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 Dengan Target Akhir
Renstra.
Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan tahun
2020 sebesar skor 88,1 sedangkan target Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) Ketersediaan pada akhir RENSTRA sebesar skor 90. Sehingga
capaian indikator tahun 2020 dibanding dengan target akhir renstra
sebesar 97,88%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Standart
Nasional
Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan tahun
2020 sebesar skor 88,1 sedangkan Capaian Kinerja Nasional Skor
Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan sebesar skor 85,49.
Terdapat selisih lebih tinggi skor PPH Ketersediaan kabupaten sebesar
skor 2,61. Sehingga selisih capaian indikator tahun 2020 dibanding
dengan Standar Nasional sebesar 2,96%. Hal ini menggambarkan
bahwa kondisi keragaman gizi dan ketersediaan pangan di Kabupaten
Barito Kuala lebih beragam dibanding keadaaan di tingkat pusat.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Kinerja Serta
Solusi Yang Dilakukan
Dari capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Ketersediaan menunjukkan adanya keberhasilan dari target yang
ingin dicapai. Keberhasilan capaian kinerja tahun 2020 pada Sasaran
“Meningkatnya Kemandirian Pangan” ditunjang dengan adanya
kegiatan yang dilaksanakan dinas melalui Bidang Ketahanan Pangan

berupa pembinaan kelompok Ilumbung pangan masyarakat,
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pembinaan kelompok afinitas dan koordinasi lintas sektor dalam
rangka penyediaan data dalam penyusunan Neraca Bahan Makanan
(NBM) serta dukungan dalam penyediaan produksi pangan seperti
umbi-umbian, sayuran dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan.
Dalam pencapaian target kinerja juga terdapat permasalahan yang
dihadapi yaitu koordinasi yang dilakukan mencakup koordinasi lintas
sektor dengan berbagai kesibukan masing masing menyebabkan
proses pengumpulan data mengalami keterlambatan dari jadwal yang
sudah ditargetkan.

Dari permasalahan tersebut, maka perlu adanya komitmen dan
koordinasi yang baik dari lintas sektor, sehingga data bisa disajikan

tepat waktu.

. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Untuk Pencapaian

Indikator Kinerja Utama

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Skor Pola
Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan sebesar skor 88 dialokasikan
dana dalam DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp.
1.275.992.495,- dengan  realisasi = anggaran sebesar  Rp.
1.205.587.090,- atau sebesar 94,48%, sehingga terdapat efisiensi

sebesar Rp. 70.405.405,- atau 5,52%. ( 100% - 94,48% = 5,52%)

. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau

Kegagalan Kinerja
Untuk  menunjang  pencapaian  kinerja  Sasaran  Strategis
Meningkatkan Kemandirian Pangan dengan Indikator Kinerja Skor

Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dituangkan dalam Program
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Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) melalui
kegiatan :
a. Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Perwujudan kemandirian pangan melalui upaya

mempertahankan/mengkondisikan ketersediaan pangan yang

stabil di setiap saat dan setiap waktu dapat di lakukan melalui
manajemen pengelolaan cadangan pangan yang
berkesinambungan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung tegaknya pilar

ketahanan pangan yaitu melalui pemberdayaan lumbung pangan

masyarakat.

Cadangan Pangan Merupakan Aspek Penting Dalam Ketahanan

Pangan :

1. Penduduk semakin bertambah, penduduk miskin masih
banyak, maka permintaan pangan meningkat.

2. Kelangkaan dan kompetisi pemanfaatan sumberdaya (tanah, air
dan perairan) terus berlanjut maka peningkatan produksi
pangan semakin sulit.

3. Dampak Anomali iklim semakin sulit diprediksi berpotensi
menimbulkan ketidakpastian produksi (gagal panen, banjir,
kemarau panjang) dan kejadian bencana.

4. Banyaknya kejadian darurat memerlukan adanya cadangan
pangan untuk pasca bencana penanganan rawan pangan

bantuan pangan wilayah.
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Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan
Desa adalah :
1. Memfasilitasi masyarakat dalam stabilitas penyediaan pangan.
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan lumbung pangan
sebagai salah satu penggerak ekonomi pedesaan.
3. Mengembangkan sumber pendapatan petani melalui usaha yang
berbasis lumbung pangan.
4. Mewujudkan ketahanan di tingkat RT melalui peningkatan

akses masyarakat terhadap pangan yang cukup.

5. Meningkatkan sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan
mengenai pengelolaan kepengurusan lumbung pangan
masyarakat maupun pengelolaan ketersediaan cadangan

pangan masyarakat.

Kegiatan berupa pertemuan pengurus lumbung pangan sekaligus
pembinaan kelompok lumbung pangan masyarakat akan tetapi pada
Tahun 2020 ini sebagai akibat atau dampak dari terjadinya Pandemi
Covid-19 terjadi beberapa kali pengurangan anggaran yang
diperuntukkan kegiatan prioritas penanganan pandemi Covid-19. Hal
tersebut di atas mengakibatkan juga perubahan pelaksanaan kegiatan
yang tadinya diadakan pertemuan kelompok menjadi pembinaan
kelompok secara langsung yaitu Tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan secara langsung mendatangi kelompok kelompok LPM yang
ada di desa desa di kecamatan meskipun tidak dapat seluruhnya tetapi

ada beberapa kelompok yang di bina yang di prioritaskan yang mendapat
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dana bantuan pemerintah untuk pengisian lumbung melalui dana APBN
(dekon) Tahun 2020 yaitu kelompok LPM Rukun Desa Panca Karya
Kecamatan Alalak, Kelompok LPM Mekarsari Desa Danau Karya
Kecamatan Anjir Pasar, Kelompok LPM Tunas Harapan Kelurahan
Lepasan Kecamatan Bakumpai, Kelompok LPM Suka Maju Desa Sei.
Jingah Besar Kecamatan Tabunganen.Selain itu ada juga beberapa
kelompok yang di bina yang dianggap perlu karena kurang aktifnya
kelompok yaitu kelompok LPM Surya II Desa Surya Kanta Kecamatan
Wanaraya yang memang ternyata tidak aktif lagi sehingga tidak ada
kegiatan kelompok yang mengakibatkan kodisi lumbung dalam keadaan
kosong. Hal ini memang sangat di sayangkan melihat kondisi fisik
bangunan lumbung dan lantai jemur masih baik. Selain itu juga
dilakukan monitoring dan evaluasi ke kelompok LPM surya indah Desa
karang indah kecamatan mandastana dan kelompok LPM di Kec.
Jejangkit. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan pengurus lumbung dalam melaksanakan usaha tunda jual
gabah, meningkatkan keterampilan pengurus dalam penyempurnaan
administrasi kelompok dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
pengurus berkenaan dengan kualitas gabah/beras yang dipersyaratkan
bulog, dan cara pengukuran kadar air, bulir hampa, derajat sosoh, butir

patah / butir menir.

Dinas Retatanan Pangan dan Peribanan Rab. Barnite Ruala



Gambar 1. Identifikasi dan Verifikasi Kelompok LPM penerima
Dana Banper T ahun 2020
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Gambar 2. Pembmaan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat
(LPM)
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Gambar 3. Momtormg dan Evalusi Kegiatan pengembangan
lumbung pangan desa

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

Aspek penting dari terciptanya ketahanan pangan yang tangguh
adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang merupakan suatu
sistem pengelolaan informasi secara sistematis dan berkelanjutan
guna mendukung perencanaan dan penetapan langkah-langkah
penanggulangan segera, jangka pendek, dan jangka panjang berkaitan

dengan timbulnya masalah pangan dan gizi. Melalui penyusunan
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SKPG ini kemungkinan timbulnya masalah pangan dan gizi dapat

diantisipasi sedini mungkin sehingga dapat dilakukan tindakan

pencegahan yang tepat waktu dan tepat sasaran.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan laporan Kondisi Ketahan Pangan

daerah ini adalah :

1. Menganalisis data ketersediaan pangan melalui Neraca Bahan
Makanan (NBM) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

2. Koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan proses
pengumpulan, pengolahan, penyampaian, dan penyebaran
informasi data-data ketersediaan pangan.

3. Mengantisipasi perkembangan dan peningkatan harga pangan
menjelang hari-hari besar keagamaan (HBKN)

4. Mengantisipasi dan  mengendaliakan daerah-daerah  yang
terindikasi rawan pangan.

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah merupakan suatu

kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten

Barito Kuala yang bertujuan memonitoring dan mengevaluasi data

pangan di Kabupaten Barito Kuala.

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut

dibentuk Tim Teknis Kabupaten. Tim Teknis Kabupaten mempunyai

tugas menyampaikan laporan berkala (setiap bulan), semester (6

bulan) dan tahunan meliputi aspek ketersediaan, distribusi pola

konsumsi pangan, indikator kerawanan pangan serta sistem

kewaspadaan pangan dan gizi serta mengkoordinasikannya dengan

agenda rapat koordinasi Tim Teknis untuk membahas permasalahan
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dan diupayakan pemecahannya sesuai dengan kewenangan untuk
perumusan kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Barito Kuala

di bulan dan tahun berikutnya.
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Gambar 4. Rapat Koordinasi dan sinkronisasi data

c. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang ketahanan pangan
yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin
dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,
aman, merata dan terjangkau.

Pemerintah Kabupaten sebagai penanggung jawab dalam mengatasi
kelangkaan akses pangan pada saat masyarakatnya menghadapi
gagal panen ataupun panceklik melalui pengembangan cadangan

pangan daerah.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan pengembangan cadangan

pangan daerah ini adalah :

1. Upaya mewujudkan ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten
Barito Kuala yaitu dengan melaksanakan penyelenggaraan
pengadaan cadangan pangan daerah Kabupaten Barito Kuala dalam

bentuk penyimpanan, perawatan, pengamanan dan penyaluran
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beras bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan

pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk.

2. Meningkatkan ketersediaan pangan di kabupaten barito kuala
untuk memenuhi target pengembangan cadangan pangan
pemerintah yang di targetkan 100 ton dan untuk mendukung dan
mencapai tujuan nasional yaitu Negara Indonesia sebagai lumbung

pangan nasional

Hasil dari kegiatan ini adalah bertambahnya ketersediaan pangan
pemerintah daerah kabupaten barito kuala sampai dengan tahun 2020
ini yaitu 10 ton (10.000 Kg). Jadi jumlah keseluruhan cadangan pangan
pemerintah kabupaten barito kuala sampai tahun 2020 ini adalah
berjumlah 10.035 Kg beras yang di titipkan di gudang telaga biru Bulog
Kanwil kalsel dengan Berita Acara Penitipan Beras yang di tandatangani
oleh kedua belah pihak yaitu antara Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan dengan Perusahaan Umum Bulog Kanwil Kalimantan Selatan.
Dan 39,992 ton (39.992 Kg) Gabah Kering Giling yang ada dan dikelola
oleh kelompok lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Gawi
Bersama Kecamatan Bakumpai. Yang jika di konversikan ke beras di kali
64,02 % yaitu sekitar 25,602 Ton. Jadi jumlah keseluruhan cadangan
pangan pemerintah daerah kabupaten barito kuala apabila di
konversikan ke beras menjadi 47,602 ton pada Tahun 2019. Pada Tahun
2020 ini sebagai dampak terjadinya pandemi covid-19 maka pemerintah
daerah merekomendasikan penyaluran cadangan pangan pemerintah

kepada masyarakat di desa desa di di seluruh kecamatan yang ada di
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Kabupaten Barito Kuala yang terkena Dampak Pandemi Covid-19 yang
antara lain disalurkan ke Kecamatan Cerbon, Kecamatan Anjir pasar,
Kacamatan Kuripan dan Kecamatan Alalak. Selain itu juga ada yang di
salurkan bersamaan dengan bantuan dari Dinas Sosial yang mana
cadangan pangan pemerintah diserahkan kepada Dinas Sosial yang
kemudian akan dibagikan kepada masyarakat di Kabupaten Barito Kuala.
Rekomendasi dari pemerintah daerah adalah sebanyak 47 Ton Beras
cadangan pangan pemerintah yang akan di salurkan, akan tetapi yang
tersalur adalah berjumlah 21.965 Kg dari cadangan pangan pemerintah
yang dititipkan di Bulog Kanwil Kalsel dan sebanyak 10.005 Kg yang di
kelola oleh kelompok LDPM Gawi bersama Kecamatan Bakumpai. Jadi
Jumlah yang tersalurkan adalah sebanyak 31.970 Kg Beras cadangan
pangan pemerintah. Stock Beras yang ada di Bulog Kanwil Kalsel adalah
10.035 Kg karena penambahan pengadaan pada Tahun 2020 ini
sebanyak 10.000 Kg (10 ton). sedangkan sisa yang ada di kelompok LDP
Gawi bersama Kecamatan bakumpai adalah sebanyak 15.597 Kg Beras
yang jika dikonversikan ke gabah adalah di bagi 0,6402 yaitu sebanyak
24.363 Kg Gabah Kering Giling (GKG).Pada Tahun 2020 ini juga
mendapat dana tambahan untuk pengadaan cadangan pangan dari dana
insentif daerah (DID TAMBAHAN) yaitu pengadaan sebanyak 146.700 Kg
Gabah Kering Giling (GKG) yang pengadaannya dilaksanakan secara
swakelola yaitu membeli gabah masyarakat dengan tujuan percepatan
pemulihan ekonomi masyarakat pada saat pandemi covid-19. yang
akan dititipkan di resi gudang Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana

yang kemudian akan dilakukan penggilingan dan menjadi beras yang
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berjumlah sebanyak 146.700 Kg x 0.6402 = 93.917 Kg Beras. Jadi pada
tahun 2020 ini jumlah cadangan pangan pemerintah sebanyak 10.035 Kg
(10,035 Ton) Beras tang di titipkan di Bulog Kanwil Kalimantan Selatan
dan 146.700 Kg (146,7 Ton) Gabah Kering Giling (GKG) yang di titipkan di

Gudang SRG Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana.

Gambar 5. Survey dan monitoring bersama ke gudang telaga biru
antara Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Perum Bulog
Divre Kalsel

SASARAN STRATEGIS 2. MENINGKATNYA DIVERSIFIKASI PANGAN

Sasaran “Meningkatnya Diversifikasi Pangan” adalah merupakan
pengimplementasian dari Misi 2 pada RPJMD yaitu MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI INOVASI TEKNOLOGI
BERBASIS PERTANIAN pada sasaran RPJMD “Meningkatnya produksi
pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat” dengan
indikator RPJMD Indeks Gini dan PDRB per kapita. Untuk
merealisasikan sasaran “Meningkatnya Diversifikasi Pangan” ditetapkan
dengan Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi didefinisikan sebagai
proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan

keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan yang didasarkan
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pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat

konsumsi pangan. Skor PPH Konsumsi diperoleh dari Analisis pola

konsumsi pangan masyarakat. Pola konsumsi pangan ideal digambarkan
dengan skor PPH 100. Semakin tinggi skor PPH Konsumsi, semakin
beragam dan seimbang gizi pangan yang dikonsumsi.

Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi digunakan untuk menilai
situasi konsumsi pangan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan
kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan
aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan
masyarakat.

Pada tahun 2020 Skor PPH Konsumsi mencapai skor 83,5 yang
diperoleh melalui Survey Konsumsi Pangan pada 3 (tiga) wilayah
karakteristik yaitu wilayah pertanian, perikanan dan perkotaan. Hasil
survey tersebut kemudian diolah melalui aplikasi Analisis Data Survey
Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten/Kota.

1. Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2020
Berdasarkan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Tahun 2017 - 2022, indikator sasaran Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) Konsumsi dengan target skor 85,8. Sedangkan realisasi skor
yang diperoleh dari Bidang Ketahanan Pangan melalui Analisis Data
Survey Konsumsi Pangan diperoleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Konsumsi sebesar skor 83,5. Daftar hasil analisis “terlampir”. Dari
hasil Analisis Data Survey Konsumsi Pangan menunjukan bahwa
keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan di Kabupaten Barito

Kuala masih belum ideal karena Skor PPH Konsumsi masih dibawah
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skor ideal 100. Jika dilihat dari target, Skor PPH konsumsi tahun
2020 yang ingin dicapai adalah skor 85,8 sedangkan realisasi Skor
PPH Konsumsi adalah skor 83,5 atau sebesar 97,3 % dengan
formulasi penghitungan Capaian Indikator Kinerja Realisasi Skor PPH
Konsumsi dibagi Target skor PPH Konsumsi x 100%.

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Diversifikasi
Pangan”, maka ada 1 indikator kinerja yang digunakan, yaitu Skor
Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Rata rata capaian kinerja
sasaran adalah 97,3% dengan predikat nilai capaian kinerja “Tidak
Tercapai” dan predikat capaian kinerja “Sangat Baik”

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2020
dengan tahun sebelumnya

Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun
2020 sebesar skor 83,5, sedangkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Konsumsi pada tahun 2019 sebesar skor 83,8. Disini dapat dilihat
bahwa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi mengalami
penurunan sebesar 0,3% dibanding tahun sebelumnya serta tidak
mencapai target yang ditetapkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 Dengan Target Akhir
Renstra.

Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun
2020 sebesar skor 83,5 sedangkan target Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) Konsumsi pada akhir RENSTRA sebesar skor 87,5. Sehingga
capaian indikator tahun 2020 dibanding dengan target akhir renstra

sebesar 95,43%
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4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Standart
Nasional
Realisasi indikator sasaran “Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Konsumsi” kabupaten adalah skor 83,5 sedangkan capaian nasional
sebesar skor 90,8. Terdapat selisih lebih rendah skor PPH Konsumsi
kabupaten sebesar skor 7,3. Sehingga selisih capaian indikator tahun
2020 dibanding dengan Standar Nasional sebesar 8,74%. Hal ini
menggambarkan bahwa kondisi keragaman konsumsi pangan di
Kabupaten Barito Kuala masih kurang beragam dibanding dengan
kondisi nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Kinerja Serta
Solusi Yang Dilakukan
Keberhasilan capaian Indikator Sasaran “Meningkatnya Diversifikasi
Pangan” tahun 2020 ditunjang beberapa faktor pola konsumsi, antara
lain pengetahuan masyarakat, budaya, ketersediaan pangan, dan
keterjangkauan harga pangan. Faktor ketersediaan kelompok pangan
juga mempengaruhi pola konsumsi, karena jenis pangan yang banyak
tersedia dan terjangkau daya belinya di desa, akan sangat besar
dikonsumsi.
Dari capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Konsumsi menunjukkan belum berhasilnya pencapaian target yang
ingin dicapai. Ketidakberhasilan tersebut disebabkan karena terdapat
selisih yang cukup tinggi pada kelompok konsumsi pangan tertentu
dibandingkan dengan standar kecukupan konsumsi, antara lain :

- Masih tingginya konsumsi beras
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- Masih rendahnya konsumsi umbi umbian, sayur dan buah

- Masih rendahnya pemanfaatan sumber pangan lokal seperti umbi,
jagung dan sagu

- Pola konsumsi masyarakat yang sukar dirubah terutama dalam
konsumsi sayur dan buah

- Ketersediaan pangan untuk kelompok pangan tertentu masih
kurang, misalnya di wilayah perikanan sayur dan buah kurang
tersedia

Apabila konsumsi sayur dan buah tinggi skor PPH Konsumsi akan

meningkat karena bobot dari kelompok pangan sayur dan buah dalam

skor PPH konsumsi tinggi.

Dari permasalahan tersebut, maka solusi yang akan dilakukan oleh

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah :

- Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat menuju skor
PPH konsumsi yang ideal agar hidup menjadi sehat, aktif dan
produktif

- Meningkatkan pembinaan pada masyarakat tentang pola konsumsi
pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui
sosialisasi di kelompok wanita tani, PKK dan posyandu.

- Melaksanakan kegiatan Pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah
Pangan Lestari) sehingga masyarakat dapat menyediakan pangan

dan gizi secara mandiri.
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6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Untuk Pencapaian

Indikator Kinerja Utama

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Skor Pola

Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar skor 85,8 dialokasikan dana

dalam DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp.

417.876.410,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 413.536.560,-

(98,96%), sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 4.339.850,- atau

1,04% ( 100% - 98,96% = 1,04%)

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau

Kegagalan Kinerja

Untuk  menunjang  pencapaian  kinerja  Sasaran  Strategis

Meningkatnya Diversifikasi Pangan dengan Indikator Kinerja Skor Pola

Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dituangkan dalam Program

Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dengan

kegiatan :

a. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Kegiatan analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai
pangan bertujuan memantau dan menganalisis pola konsumsi
masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Sasaran kegiatan adalah 270
responden rumah tangga dari 27 Desa pada 9 kecamatan
berdasarkan karakteristik  wilayah agroekologi yang meliputi
pertanian, perikanan dan wilayah lainnya/kota.

Kualitas konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah, antara lain

ditunjukkan oleh pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang
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menggambarkan kuantitas maupupun kualitas serta keragaman
dan keseimbangan konsumsi pangan antar kelompok pangan.

Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi merupakan susunan
beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan
energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan
gizi dalam jumlah, maupun mutu dengan mempertimbangkan segi
daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

Hasil analisis pola konsumsi pangan sebagai berikut :

Tahun Tahun
No. Uraian Satuan 2019 2020

1 | Skor PPH Skor 83.8 83.5
Konsumsi

2 | Energi Kkal/kap/hari 1983.7 | 2024.0
Konsumsi

3 | Protein gram /kap/hari 60.6 62.0
Konsumsi

4 | Beras gram/kap/hari 116.4 116.0

Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 skor PPH 83,5 meskipun
secara kualitas masih belum mencapai skor ideal 100 atau PPH SPM
90. Konsumsi energi sebesar 2.024.0 kkal/kap/hari dan konsumsi
protein 62,0 g/kap/hari. Dibanding dengan tahun 2019 terdapat
penurunan skor PPH. Hal ini kemungkinan pandemi Covid-19 turut
berpengaruh pada daya beli masyarakat sehingga pola konsumsi
pangan juga terpengaruh. Konsumsi pangan secara kuantitas telah
mencapai standar konsumsi 2.000 kkal/kap/hari maupun standar
SPM, meskipun konsumsi kelompok pangan terbesar masih

didominasi oleh kelompok padi-padian (beras).
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Gambar 6. Survey Konsumsi dan Pertemuan Analisis Pola Konsumsi
Pangan kerjasama dengan Petugas Gizi Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Kuala

b. Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Pangan Tk.
Kabupaten dan Propinsi
Dalam rangka mendukung upaya penganekaragaman pangan dan
konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
dilaksanakan secara berjenjang Festival Pangan Lokal B2SA dari
tingkat Nasional, Provinsi hingga tingkat Kabupaten.
Namun pada tahun ini karena pandemic Covid-19 Kegiatan Lomba
tidak laksanakan baik di tingkat Nasional,Provinsi maupun
Kabupaten.
Kegiatan yang terlaksana dalam Kegiatan ini adalah Pameran
Pembangunan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala

pada bulan Januari 2020 sebelum Pandemi.
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Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

c. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
merupakan kegiatan implementasi dari Program Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan dilakukan melalui upaya
pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan manfaat pekarangan
sebagai sumber pangan keluarga. Upaya ini dilakukan dengan
membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan
keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak
dan ikan sebagai tambahan untuk ketersediaan sumber karbohidrat,
vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu lokasi
kawasan perumahan/warga yang saling berdekatan

Adapun tujuan kegiatan adalah :

- Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan
sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi
pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat,
protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga.

- Meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat
dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang B2SA serta
mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok
beras.

Kegiatan berupa diberikan Bantuan Barang dan pembinaan

kegiatan pemanfaatan pekarangan/KRPL kepada Kelompok Wanita

Tani.
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Paket Barang yang diterima kelompok adalah :
a) Benih cabe rawit 2 bgks(@ 10

gram)

b) Benih cabe besar 2 bgks (@ 10

gram)
c) Benih Terong 4 bgks (@ S gram)
d) Benih Sawi 4 bgks (@ 25 gram)

e) Pupuk Kandang 60 Karung
f) Pupuk NPK (1 kg x 30 = 30 kg)

g) Kapur Pertanian 50 kg

h) Poly bag 600 buah

Kelompok Wanita Tani Pelaksana Kegiatan Pemanfaatan
Pekarangan untuk Pengembangan Pangan /Kawasan Rumah
Pangan Lestari (KRPL)

IDENTITAS KELOMPOK
DESA / KRPL JUMLAH
NO. | KECAMATAN NAMA NAMA ANGGOTA
KELURAHAN | KELOMPOK KETUA (Org)
KWT
1 | Tabukan Tamba Jaya | BERSAMA Sariba 30
Pada bulan September 2020, bidang Ketahanan Pangan

mendapatkan kegiatan Dana Insentif Daerah (DID ) Tambahan yang

salah satunya untuk kegiatan Pemanfaatan Pekarangan (Kawasan

RumahPangan Lestari/KRPL).

DID adalah dana yang bersumber dari

APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan

tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau

pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah,

pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau

kesejahteraan masyarakat

pemberadayaan kelompok wanita

pekarangan.

Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah kegiatan

dalam memanfaatkan lahan

Lahan pekarangan dapat ditanami dengan tanaman

sayuran, tanaman buah dan umbi-umbian serta memelihara ikan.
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Melalui kegiatan ini kebutuhan pangan dan gizi keluarga dapat

terpenuhi sekaligus dapat menambah pendapatan (ekonomi) keluarga..

Dalam kegiatan ini diintergrasikan 2 kegiatan yaitu budidaya sayuran

dan Pemanfaatan Pekarangan / Kawasan Rumah Pangan Lestari

(KRPL). Terdapat percontohan budidaya sayuran yang memanfaatkan

limbah kolam bioflok untuk menyiram tanaman.

Kelompok Wanita Tani Pelaksana Kegiatan Pemanfaatan

Pekarangan /Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

DIDTambahan
IDENTITAS KELOMPOK
DESA / KRPL JUMLAH
NO. | KECAMATAN NAMA NAMA ANGGOTA
KELURAHAN | KELOMPOK KETUA (Org)
KWT
Teratai
Barambai KWT Bunga | Mariyatul
Barambai Sei.Gampa Rampai Hidayah
1 | Rantau Asahi KWT Melati | Siti 30
2. | Badauh Samuda KWT Fatimah 30
3 | Belawang Purwosari Kenanga Mahrita 30
4. | Tamban Baru KWT Bunga |Juminten 30
S.. | Bakumpai Banitan Teratai Arbainah 30

Barang yang diterima kelompok untuk kegiatan Pemanfaatan

Pekarangan /KRPL :

No. Uraian Volume Per
Kelompok Ket.
Benih Cabe
1 | Rawit 2 bks
2 | Benih Cabe Besar 2 bks
3 | Benih Tomat 2 bks
4 | Benih Terong 4 bks (@ 5 gr)
S5 | Benih Sawi 8 bks (@ 25 gr)
6 | Benih Kangkung 2 bks
7 | Benih Pakchoy 4 bks
8 | Benih Bayam 2 bks
9 | Benih Selada 2 bks
10 | Pupuk Kandang 90 krg
11 | Pupuk NPK 60 bks (@ 1 kg)
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12 | Kapur Pertanian 4 zak (@ 50 kg)
13 | Polibag 1500 lbr

14 | Tray Semai 10 bh

15 | Gembor 4 bh

16 | Hidroponik 1 unit

17 | Rak Tanaman 1 unit

18 | Selang Air 1 rol

19 | Pestisida 2 btl

20 | Pupuk AB Mix 10 bks

21 | Pupuk Cair 2 btl

Barang Kegiatan Budidaya lkan Sistem Bioflok yang diterima per

kelompok antara lain :

No. Uraian Jumlah Per
Kelompok
Kolam Terpal Bundar D2 dengan
1 | asesoris 3 buah
2 | Genset dan asesoris 1 paket
3 | Blower dan asesoris 1 paket
4 | Bahan Bioflok 1 paket
S | Benih Ikan Nila 1500 ekor
6 | Pakan Benih S50 kg
7 | Pakan No. 1 150 kg
8 | Pakan No. 2 300 kg
9 | Pakan No. 3 300 kg
10 | Happa 1 rol

Gambar 8. Serah terima bantuan Kegiatan KRPL dan Budidaya lkan
(DID Tambahan) di KWT Kenanga Desa Purwosari Baru
Kecamatan Tamban
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Gambar 9. Serah terima bantuan Kegiatan KRPL dan Budidaya Ikan (DID
Tambahan) di KWT Bunga Rampai Desa Sei. Gampa Asahi Kecamatan Rantau
Badauh

d. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Pada kegiatan ini diarahkan pada pengawasan keamanan pangan,

yaitu melaksanakan kegiatan pengujian keamanan pangan di pasar

tradisional.
No. Komoditas Parameter Uji Status

1 Cabe Residu Pestisida MS
2 Tomat Residu Pestisida MS
3 | Terong Residu Pestisida MS
4 | Kacang Residu Pestisida dan

Panjang Logam Berat MS
5 Ketimun Residu Pestisida MS

Pengujian dilaksanakan kerjasama dengan PT. Angler Biochamlab
di Surababaya. Hasil uji lab pada 5 komoditas pangan segar
tersebut adalah memenuhi syarat (MS) atau aman dikonsumsi,

meskipun ada 1 komoditas yaitu cabe merah yang terdeteksi

namun masih dibawah batas BMR (Batas Maksimum Residu)

ENTAN/KR.040/12/2018.
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Vielakukan Uji Rapid Test Kit Keamanan Pangan Segar Melakukan Uji Rapid Test Kit Keamanan Pangan Segar

Gambar 10. Melaksanakan Uji Rapid Test untuk uji residu
pestisida dan formalin pada Sayuran dan tahu
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SASARAN STRATEGIS 3. MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN

Sasaran “Meningkatnya Produksi Perikanan” adalah merupakan
pengimplementasian dari Misi 2 pada RPJMD yaitu MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI INOVASI TEKNOLOGI
BERBASIS PERTANIAN pada sasaran RPJMD “Meningkatnya budidaya
dan Diversifikasi Usaha Sektor Pertanian” dengan indikator RPJMD
“Pertumbuhan Sektor Pertanian”. Untuk merealisasikan sasaran
“Meningkatnya Produksi Perikanan” ditetapkan dengan Indikator Kinerja
Jumlah Produksi Perikanan.

Jumlah produksi perikanan adalah jumlah keseluruhan dari
produksi perikanan budidaya ikan yang berasal dari tambak, kolam,
karamba dan Karamba Jaring Apung (KJA), Mina padi ditambah dengan
jumlah produksi penangkapan ikan yang berasal dari penangkapan
perairan laut dan perairan umum.

Penghitungan Jumlah Produksi Perikanan pada tahun 2020
diperoleh melalui Sistem Satu Data milik Kementrian Kelautan dan
Perikanan, dimana pengumpulan data dilakukan oleh enumerator yang
terdiri dari Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu. Data
survey dari enumerator kemudidan diolah melalui penghitungan statistik.
Hasil dari penghitungan statistik tersebut kemudian divalidasi oleh
validator statistik dinas dengan membandingkan data yang ada pada

dinas.
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1. Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2020.

Berdasarkan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Tahun 2017 - 2022, target indikator sasaran Jumlah produksi
perikanan pada tahun 2020 adalah 19.822 ton, sedangkan realisasi
jumlah produksi perikanan yang diperoleh dari sistem Satu Data
melalui hasil penghitungan statistik budidaya dan statistik
penangkapan sebesar 19.857,13 ton yang terdiri dari penambahan
jumlah produksi budidaya sebanyak 10.470 ton atau 100 % dari
target 10.470 ton dan produksi penangkapan sebanyak 9.387,84 ton
atau 100,38% dari target 9.352 ton. Dari hasil penghitungan statistik,
produksi perikanan tangkap melebihi target yang diinginkan. Hasil
penghitungan statistik budidaya dan penangkapan “terlampir”.
Dengan demikian capaian indikator kinerja “Jumlah Produksi
Perikanan” mencapai 100,2% yang diperoleh dari Jumlah produksi
perikanan dibagi Target produksi perikanan x 100% (19.857,13 ton/
19.822 ton x 100%).
Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Produksi
Perikanan” ada 1 indikator kinerja yang digunakan, yaitu “Jumlah
Produksi Perikanan”. Sehingga rata rata capaian kinerja sasaran
adalah 100,2% dengan predikat nilai capaian kinerja “Melebihi Target”
dan predikat capaian kinerja “Sangat Baik”.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2020
dengan tahun sebelumnya
Realisasi Kinerja Jumlah Produksi Perikanan tahun 2020 sebanyak

19.857,13 ton, sedangkan Jumlah Produksi Perikanan pada tahun
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2019 sebanyak 19.441,84 ton. Disini dapat dilihat, bahwa Jumlah
Produksi Perikanan mengalami kenaikan sebesar 2,1%.

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 Dengan Target Akhir
Renstra.

Realisasi Kinerja Jumlah Produksi Perikanan tahun 2020 sebanyak
19.857,13 ton. Sampai dengan tahun 2020 jumlah produksi
perikanan sebanyak 59.219,97 ton, sedangkan target Jumlah
Produksi Perikanan pada akhir RENSTRA sebanyak 99.115 ton.
Sehingga capaian indikator sampai dengan tahun 2020 dibanding
dengan target akhir renstra sebesar 59,7%.

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Standart
Nasional

Capaian indikator sasaran “Jumlah Produksi Perikanan” kabupaten
sebanyak 19.857,13 ton, sedangkan capaian jumlah produksi
perikanan nasional 26.460.000* ton. Hal ini menggambarkan jumlah
produksi perikanan Kabupaten Barito Kuala hanya 0,075% dari
jumlah produksi perikanan nasional yang meliputi produksi
perikanan tangkap dan budidaya.

. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Kinerja Serta
Solusi Yang Dilakukan

Dari capaian indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan
menunjukkan adanya keberhasilan dari target yang ingin dicapai.
Keberhasilan capaian kinerja tahun 2020 pada Sasaran “Jumlah

Produksi Perikanan” ditunjang dengan adanya kegiatan yang
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dilaksanakan dinas melalui Bidang Budidaya dan Bidang

Penangkapan berupa :

- Bantuan sarana dan prasarana budidaya kepada kelompok
budidaya ikan berupa benih dan pakan melalui dana APBD dan
Percontohan Nila di kolam, Budidaya lele dan patin di kolam yang
disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan kepada
kelompok penangkapan melalui dana APBD dan alat penangkapan
ikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Dilaksanakannya pendampingan terhadap kelompok budidaya
melalui sosialisasi melaksanakan Cara Berbudidaya Ikan yang Baik
dan temu usaha yang merupakan ajang berkumpulnya para pelaku
usaha perikanan untuk berbagi informasi. Pendampingan juga
dilakukan terhadap kelompok perikanan tangkap melalui bintek
pengembangan usaha perikanan tangkap bagi nelayan.

- Menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dengan penanganan
kasus illegal fishing melalui pemberkasan kasus. Sampai akhir
tahun 2020 tidak ada kasus yang ditangani oleh Dinas Ketahanan
Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala, hal ini
menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam melakukan
aktifitas penangkapan sudah mulai baik didukung peran serta
kelompok masyarakat pengawas dalam menjaga aktifitas
penangkapan.

- Untuk menjaga hasil produksi perikanan supaya tidak cepat rusak

dan merangsang peningkatan konsumsi ikan, dilaksanakan
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diversifikasi olahan ikan melalui demo pengolahan ikan pada
masyarakat nelayan.

Dalam pencapaian sasaran ini juga ada permasalahan yang dihadapi,

antara lain :

- Adanya perubahan kualitas air pada sungai akibat perubahan
cuaca yang menjadi lokasi karamba dan karamba jaring apung
menyebabkan mortalitas yang cukup tinggi

- Kurangnya koordinasi antara penyuluh perikanan sebagai
enumerator data dengan pihak dinas, menyebabkan penghitungan
statistik tidak sesuai dengan waktu yang ditargetkan

- Kurangnya skill masyarakat dalam melaksanakan cara budidaya
ikan yang baik (cbib)

- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian
perikanan

Dari permasalahan tersebut maka perlu dilakukan :

- Pengecekan kualitas air secara berkala

- Melaksanakan rapat/pertemuan setiap bulan dengan semua
karyawan/ti dinas dan penyuluh perikanan untuk melakukan
sharing informasi

- Melakukan pendampingan kelompok pembudidaya ikan tentang
Cara Budidaya lkan yang Baik, manajemen dan administrasi
kelompok

- Melaksanakan razia illegal fishing sampai pemberkasannya
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6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Untuk Pencapaian

Indikator Kinerja Utama

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah

Produksi Perikanan sebanyak 19.857,13 ton dialokasikan dana dalam

DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp.

2.546.476.729,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

2.365.897.087,- atau sebesar 92,91%, sehingga terdapat efisiensi

sebesar Rp. 180,579.642,- atau 7,09%. ( 100% - 92,91% = 7,09%)).

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau

Kegagalan Kinerja

Untuk  menunjang  pencapaian  kinerja  Sasaran  Strategis

Meningkatnya Produksi Perikanan dengan Indikator Kinerja Jumlah

Produksi Perikanan dituangkan dalam :

#+ Program Pengembangan Budidaya Perikanan yang didukung

kegiatan :
a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Dalam rangka untuk mewujudkan usaha budidaya dengan
menerapkan sistem usaha berdaya saing dan berkelanjutan
serta dengan berbasis pedesaan maka Balai Benih Ikan Sungai
Kambat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) pada Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan Kabupaten
Barito Kuala berperan sebagai motor penggerak dalam
melaksanakan program budidaya ikan khususnya budidaya ikan
air tawar. Keberadaan BBI Sungai Kambat mempunyai peranan

1) menerapkan dan menyebarluaskan teknologi pembenihan, 2)
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menyediakan dan menyalurkan benih ikan yang bermutu 3)
penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada kegiatan ini dilaksanakan pembenihan ikan, pembinaan
Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan peningkatan kualitas SDM
dalam pembenihan ikan untuk meningkatkan produksi benih
ikan. Benih yang dihasilkan dijual ke pembudidaya ikan dan
hasil penjualan menjadi Pendapatan Asli Daerah.

Hasil kegiatan yang telah di laksanakan selama Tahun 2020 yaitu :

1. Balai Benih Ikan (BBI) Sungai Kambat keberadaannya bertujuan
sebagai pendistribusiaan benih ikan untuk wilayah Kabupaten
Barito Kuala dan sekitarnya serta kegiatan pembinaan Unit
Pembenihan Rakyat (UPR)

2. Komoditas utama di Balai Benihlkan (BBI) Sungai Kambat pada
tahun 2020 adalah Nila,Gurame, dan lele

3. Larva ikan yang dihasilkan adalah 266.000 ekor yang
didistribusikan 194.000 ekor (72,93%)

4. Target PAD tahun 2020 adalah Rp. 22.600.000 (Dua puluh dua juta
enam ratus ribu rupiah) dan target yang tercapai Rp23.420.500
(Dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)
dengan prosentase 103,63%.

S. Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) terdiri 3 (tiga) UPR
yaitu UPR haruan jelapat dan UPR Derawan Bersatu di Kecamatan
Tamban, dan UPR Mitra Bina di KecamatanTabunganen.

6. Melakukan kerjasama dengan Balai Benih Induk Ikan Air Tawar
(BBI-IAT) Karang Intan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kalimatan Selatan dan Balai Perikanan Budidaya lkan Air Tawar
(BPBIAT) Mandiangin dalam bentuk
a. Mengikuti workshop
b. Melakukan konsultasi

c. Kunjungan Kerja
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Gambar 11. Kegiatan Pembenihan di BBI Sei. Kambat
Kecamatan Cerbon

b. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Pada kegiatan ini dilaksanakan pendampingan pada kelompok
budidaya ikan melalui sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik dan
dihadiri oleh 60 orang pembudidaya ikan dengan lokasi kegiatan Desa
Bantuil Kecamatan Cerbon, Desa Danda Jaya Kecamatan Rantau
Badauh dan Desa Balukung Kecamatan Bakumpai. Disamping itu
juga dilaksanakan Temu Usaha Perikanan Budidaya yang diikuti oleh
20 orang pembudidaya ikan bertempat di Kelurahan Lepasan
Kecamatan Bakumpai dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan pembudidaya ikan tentang pengembangan usaha
budidaya ikan. Serta dilaksanakan monitoring dan pembinaan
kelompok budidaya ikan dengan tujuan untuk meningkatkan
kemampuan anggota kelompok, baik pengetahuannya,

keterampilannya, maupun sikapnya sehingga menjadi pembudidaya

yang tangguh.
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Gambar 12. Sosialisasi Cara Budidaya lkan yang Baik
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c. Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar
(APBD dan DAK)
Pada kegiatan ini dilaksanakan pengadaan sarana dan
prasarana budidaya melalui dana APBD Kabupaten berupa
pemberian benih dan pakan yang diberikan pada 16 kelompok
pembudidaya ikan. Melalui Dana Alokasi Khusus juga
dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana budidaya
berupa Paket Percontohan Ikan yang diberikan kepada 17
kelompok pembudidaya ikan. Disamping itu juga dilakukan
pendampingan kelompok pembudidaya ikan guna pemecahan

masalah yang ada di kelompok.

1024:38765 \ r £09:32:
14°40'48,50116'E -3°6'53) silha 4l 61'E

paten Barito Kuala Kabupatéh Barito Kuala
Altitude:52.5m Altitude:58.3m

Speed:0.0km/h W< Speed:0.0km/h
Bdi Kec..Berambai Pgnda Jaya'Kec. Rantau Badauh

Gambar 13. Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya

%+ Program Pengembangan Perikanan Tangkap didukung dengan
kegiatan :
a. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Pada kegiatan ini dilaksanakan pendampingan terhadap
nelayan berupa sosialisasi pembinaan pengembangan usaha

perikanan tangkap bagi nelayan terhadap 90 orang nelayan agar
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berkembang usahanya. Pendampingan dan pembinaan meliputi
modal usaha, ijin usaha dan sosialisasi alat tangkap ramah
lingkungan. Sosialisasi dilaksanakan dengan narasumber
berasal dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten
Barito Kuala, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu serta dari Lembaga permodalan.

&
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Gambar 14. Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Tangkap

b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
(APBD dan DAK)
Pada kegiatan ini dilaksanakan pengadaan sarana dan
prasarana penangkapan berupa alat penangkapan ikan ramah
lingkungan melalui APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perikanan
tangkap (APBD) telah dilaksanakan sesuai dengan target yang
ditetapkan yaitu : 2 Kelompok Usaha Bersama Perikanan
Tangkap telah menerima hibah sarana perikanan tangkap
berupa alat penangkapan ikan ramah lingkungan sebanyak 24
buah jaring insang kantong dan 12 buah rempa untuk KUB
Udang Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan dan alat

penangkapan ikan ramah lingkungan sebanyak 30 unit jaring
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insang/gill net dan 15 buah rempa untuk KUB Sama Maju Desa

Teluk Tamba Kecamatan Tabukan.
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Gambar 15. Bantuan Sarana dan Prasarana Pealz;gn (APBD)

Untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perikanan
tangkap (DAK) sudah direalisasikan alat penangkapan ikan
ramah lingkungan sebanyak 156 unit untuk 2 Kelompok Usaha
Bersama Perikanan Tangkap yaitu KUB Sinar Harapan Desa
Sungai Teras Luar Kecamatan Tabunganen menerima sebanyak
69 unit jaring insang/gill net dan KUB Putra Nelayan Desa

Kuala Lupak Kecamatan Tabunganen menerima sebanyak 87

unit jaring insang/gill net.
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Gambar 16. Bantuan Sarana dan Prasarana Penangkapén%(DAK)

Dari penjabaran 3 (tiga) Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala di
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atas, capaian sasaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel

di bawah berikut :

Tabel 3.2.5
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini
dengan Capaian Tahun Lalu

Skor Pola Skor
Pangan

Harapan (PPH)
Ketersediaan

Skor Pola Skor 83,8 83,5 (0,3)

Pangan
Harapan (PPH)
Konsumsi

3  Jumlah Ton 19.441,84 19.857,13 415,29
Produksi
Perikanan

Tabel 3.2.6

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi
dan Capaian Target Renstra

1. |Skor Pola Skor 97,89

Pangan
Harapan
(PPH)
Ketersedia
an

2. Skor Pola Skor 83,5 87,5 95,43
Pangan
Harapan
(PPH)
Konsumsi
3. Jumlah Ton 19.857,13 20.036 99,11
Produksi
Perikanan
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Tabel 3.2.7

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian
Tahun 2020 dengan Capaian Provinsi dan Nasional

. Relisasi Capaian Capaian Ket.
Indikat
No SI:\SI A;:l: Satuan 2020 Provinsi Nasional

1. Skor Pola Skor 88,1 72,19 85,49
Pangan
Harapan
(PPH)
Ketersedia
an
2. Skor Pola Skor 83,5 86,3 90,8
Pangan
Harapan
(PPH)
Konsumsi

3. Jumlah Ton 19_857,13 451.598,51 26.460.000* *target_
produksi

Produksi 2020
Perikanan

III. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam
rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan
target kinerja yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Barito Kuala sebesar Rp. 9.375.233.730,- sedangkan realisasi anggaran
mencapai Rp. 9.034.663.687,- atau dengan serapan dana APBD mencapai
96,37 %.

Komposisi belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk

tahun 2020, sebagai berikut :

Denas Retatianan Pangan daw Peribanan Rab. Barits Ruala



Tabel 3.3.1
Komposisi Belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Tahun Anggaran 2020

No Uraian Anggaran Belanja (Rp) Realisasi Belanja (Rp) %
1 Belanja Tidak 3.980.835.972,- 3.907.319.368,- 98,15
Langsung
2 Belanja Langsung 5.394.397.758,- 5.127.344.319,- 95,05
Jumlah 9.375.233.730,- 9.034.663.687 ,- 96.37

Sumber : Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung
memberikan konstribusi sebesar 56,75% terhadap realisasi belanja Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2020,
dan sisanya sebesar 43,25% disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan
pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten
Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar
Rp. 4.240.345.634,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.985.020.737,- atau
93,98 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran

Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Tahun 2020
No Sasarar.l Pagu Anggaran Realisasi %
Strategis Anggaran
1 Meningkatnya 1.275.992.495,- 1.205.587.090,- 94 .48
kemandirian pangan
2 | Meningkatnya 417.876.410,- 413.536.560,- 98,96
diversifikasi pangan
3  Meningkatnya 2.546.476.729,- 2.365.897.087,- 92,91
Produksi Perikanan
Jumlah 4.240.345.634,- 3.985.020.737,- 93,98

Sumber : Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
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Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan
dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang
diperjanjikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada tahun 2020.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja

misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel

berikut :
Tabel 3.3.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2020
% Anggaran
No Sasaran Jumlah Capaian
Indikator Kinerja
1 Meningkatnya 1 100,1 1.205.587.090,- 94,48
kemandirian
pangan
2 Meningkatnya 1 97,3 413.536.560,- 98,96
diversifikasi
pangan
3 Meningkatnya 1 100,2 2.365.897.087,- 92,91
Produksi
Perikanan

Jumlah 3 99,2 3.985.020.737,- 93,98

Capaian kinerja sasaran rata rata mencapai 99,2% dengan
realisasi keuangan yang mendukung tercapainya kinerja sasaran sebesar
93,98%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran
pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja

sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
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IV. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi
anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih
dari 100%.

Terlihat 2 (dua) sasaran menunjukan pencapaian 100% sedangkan
1 (satu) sasaran kurang dari 100%. Adanya sasaran yang berhasil dicapai
dengan sumber daya yang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran
telah mencapai tingkat cukup tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik
dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah
pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan
dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.4.1

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Tahun 2020
1 Meningkatnya 1 100,1 94,48 5,52
kemandirian pangan
2 Meningkatnya 1 97,3 98,96 1,04
diversifikasi pangan
3 Meningkatnya 1 100,2 92,91 7,09
Produksi Perikanan
Jumlah 3 99,2 93,98 6,02
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BAB IV
PENUTUP

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai bagian integral dari
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memiliki tugas pokok dan fungsi dalam
pelaksanaan pembangunan Urusan Pangan dan Perikanan memiliki dan
berperan dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah
Kabupaten Barito Kuala yaitu : Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala
Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju
Masyarakat Sejahtera sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Proses pembangunan tidak terlepas dari visi dan misi yang sudah
ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Perangkat Daerah
merupakan satuan unit kerja yang melaksanakan tujuan dan sasaran
pemerintahan daerah sebagai implementasi visi dan misi kepala daerah.

Visi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala

untuk tahun 2013-2017 adalah :

“Pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan yang Maju,
Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan
Masyarakat”
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Untuk mewujudkan Visi pembangunan Ketahanan Pangan dan

Perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah :

1. Mengoptimalkan Stok Cadangan Pangan
2. Meningkatkan Keragaman dan Nilai Tambah Konsumsi Pangan

3. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020
ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan
pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020. Pembuatan LKIP ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun
2020 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Dinas Ketahanan
Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap
kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja
sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan.

Dalam tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupapten Barito Kuala menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3
(tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai.

Secara rinci pencapaian sasaran Tahun 2020 dapat dijelaskan
sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,1% atau melebihi target

2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 97,3% atau dibawah target
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3. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,2% atau melebihi target
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga)
sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target dengan capaian nilai
dalam kisaran 99,2%. Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan
program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin
dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Barito Kuala DPA Perubahan Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp. 9.375.233.730,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.
9.034.663.687,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,37%,
dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala kondisi anggaran adalah Silpa Rp.
340.570.043,00,- atau 3,63%. Adapun anggaran belanja yang terkait
dengan pencapaian sasaran tahun 2020 adalah sebesar Rp.
4.240.345.634,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.985.020.737,- atau

93,98 %.
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